
 

 

BUPATI SLEMAN 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR   73.1TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG 
ALAT PERAGA KAMPANYE 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban,  dan 
optimalisasi Pemilu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 
Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68  Tahun 
2023 tentang Alat Peraga Kampanye; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah     beberapa   kali    terakhir   dengan  Undang-
Undang  Nomor 6 Tahun 2023  tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2       Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2       
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang     
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6547); 

 



5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7       
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6863); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950       
Nomor 59); 

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2023 tentang 
Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten 
Sleman Tahun 2023 Nomor 68); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG 
ALAT PERAGA KAMPANYE. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2023 
tentang Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 
Nomor 68) diubah sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan 
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten untuk memilih Bupati 
dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis. 

3. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat 
visi, misi, program, dan/atau informasi lainya dari Peserta Pemilu atau 
Pemilihan, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu atau Pemilihan yang 
dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang 
untuk memilih peserta Pemilu atau Pemilihan tertentu. 

4. Pelaksana Kampanye adalah peserta Pemilu atau Pemilihan, Tim Kampanye 
dan pihak yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan kampanye. 

5. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-
sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan 
pasangan calon, yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum dan 
bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. 

6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum 



terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, 
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

7. Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan adalah lembaga yang terdiri atas 
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan 
kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  dan untuk memilih 
Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil oleh rakyat. 

8. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 
10. Bupati adalah Bupati Sleman.  
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

12. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang 
selanjutnya disingkat DPUPKP adalah perangkat daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, 
dan bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik 
dalam negeri. 

14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah 
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas 
pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 
pelindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, 
dan sub urusan kebakaran. 

15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Sleman. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

Ditetapkan di Sleman. 
pada tanggal 24 September 2024 

8Ma              

BUPATI SLEMAN, 

 

ttd. 

KUSTINI SRI PURNOMO 

Diundangkan di Sleman.  

pada tanggal 24 September 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

 

SUSMIARTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 73 


